BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan
kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana benar-benar harus mensinkronkan
antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alat bukti yang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mengaitkan antara alat bukti
yang satu dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang dimaksud adalah
seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah :
a) Keterangan saksi;

b) Keterangan ahli;
c) Surat;
d) Petunjuk;
e) Keterangan terdakwa
Berdasarkan pernyataan sebelumnya dikatakan bahwa hakim

sekurang- kurangnya membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah
memperoleh keyakinan, maksudnya minimum alat bukti yang diajukan
dalam persidangan secara kualitatif sebanyak 3 (tiga) dari 5 (lima) alat
bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam Putusan
Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla

2. Hasil penelitian secara normatif yuridis terhadap Perkara Putusan Nomor

226/Pid.Sus/2019/PN-Kla maka pertimbangan hakim dalam memutus
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perkara tersebut adalah Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non
yuridis.
B. Saran
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Adapun saran penulis adalah
sebagai berikut :

1. Perlu adanya sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana
narkotika, dan menelusuri lebih dalam jaringan narkoba yang beredar di
Indonesia dan menuntaskannya sampai akarnya.

2. Penulis sarankan Kepada Pemerintah agar dapat mengawasi dengan ketat
Proses barang barang terlarang tersebut bisa masuk ke Indonesia.
Pemerintah seharusnya menggunakan Prinsip kehati-hatian dalam proses

barang masuk dan keluar di Indonesia.
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B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika
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